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Penelitian ini berfokus di Lembaga Pemasyarkatan Klas | Cipinang tentang kendal a-kendala dalam

pel aksanaan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat, yaitu semenjak diusulkan clan Lembaga
Pemasyarakatan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dart Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (orang) petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas | Cipinang, 6
(enam) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas | Cipinang, 2 (dua) orang petugas di Kantor Wilayah
DKI Jakarta, 5 (orang) petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1 (satu) orang staf pada Balai
Pemasyarakatan, 1 (satu) orang petugas di Kejaksaan Negeri, dan 2 (dua) orang penjamin narapidana.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk
pada standar dan pendapat para peneliti di bidang information literacy.

Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Proses pengusulan untuk memperoleh
pembebasan bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 2) Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian
pembebasan bersyarat pada kenyataannya membutuhkan wakiu yang cukup lama; 3) Hambalan dalam
proses pemberian pembebasan bersyarat sudah sangat kompleks, kendala yang dihadapi bukan saja pada
permasalahan SDM petugas Pemasyarakatan, namun juga terkendala pada ketidak konsistenan dalam
menerapkan kebijakan yang ada terutama masal ah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian
pembebasan bersyarat; 4) Kendalalain yang menjadi penghambat dalam proses pemberian PB adalah
kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing, Hasil
penelitian menyarankan bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus
memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaui kebijakannya untuk
mewajibkan pembuatan Lilmas awal bagi narapidana, mengingat Litmas awal merupakan kunci dalam
meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat; perlu adanya perbaikan regulasi
yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam hal
pentahapan atau hirarki; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menel apkan kebijakan program non fsik
terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas L embaga Pemasyarakatan maupun Balai
Pemasyarakatan mengenal program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat;
melakukan pendekatan serta koordinasi kepadainslansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian PB.

<hr>

Thisresearch is focused on the Cipinang Correctional Institution Class I, concerning to the obstacles of the
policy implementation of parole granting, from first process until the prisoner received the verdict from the
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Authority. It is aso include the qualitative research in description design.

Fiveinformantsin this research are 5 (five) Cipinang Correctional officers, 2 (two) officers from Ministry of
Law and Human Rights district office in DK Jakarta, and 6 (six) prisoners, 5 (five) Directorate General of
Correctional officers, | (one) Parole Board, | (one) prosecutor from Attorney General, and 2(two) bailsman.
Datais collected by deep interview; the analysisisreferred to standard and opinions from researcher in
information literacy field.

From analyzing of the interview results, it concludes: 1) The granting process of the parole for the prisoner
isremain out of procedures and not follow the existing policy which are regulated in law; 2) The stage
policy in processing the parole granted is need long term; 3) Obstacles is more complex, such as correctional
human resources, it also facesinconsistency of policy implemented especially the technical mechanism and
substantial problem; 4) Other obstaclesis the lack of awareness of the other government authority who
claim only their own policy. This research suggests that the correctional authority should emphasize on
compulsory to the whole correctional institution to implement social research at the first time the prisoner
enter the ingtitution. The social research isthe key for the development of the parole quality and quantity;
Directorate Genera should make a policy in building program, particularly the prison officer knowledge and
education for the Correctional Institution and Parole Board about integration treatment program, like parole
granting; approaching and coordination to the other government authorities, which could be started from
comprehensive discussion to solve the problem in terms of parole granting.



